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a.

bahwa perpustakaan adalah merupakan salah satu sarano
pelestari bahan pustaka dan mempunyai fungsi ssbagzi
sumber informasi +4i1mu pengetahuan, teknologi dan
kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangssa
dan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasionsl ;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan uniuk
lebih meningkatkan daya guna parpustakaan yang
menjangkau seluruh lapisan masyarakat, diperlukan
adanya Lembaga/Perangkat yang menangani perpustakasan
umum di Kotamadya Daerah Tingkat 1l Surabaya ;

bahwa dalam rangksa melaksanakan apa yang dimaksud
dalam huruf a dan b tersebut diatas dengan berpedonan
pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor &8 Tahun
1934 Jo. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Jurni
1994 Nomor 188.42/2267/SJ, dipandang perlu menetanksan
Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kotswmndya
Daerah Tingkat II Sursbaya dengan menuangkannya dalam
suatu Peraturan Daerah.

tndang~undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokaok
Pemerintahan di Daerah ;

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembeniuian
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi .lewa
Timur/Jawa Tengah/Jawa B8arat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

tUndang—-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang.Serah Simpan
Karya Cetak dan Karya Rekam ;

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 13889 tantang
Perpustakaan Nasional ;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kapair
Perpustakaan Nasional tanggal 8 Pebruari 1993 Nomor 4
Tahun 1993-Nomor 002 Tabhun 1993 tentang Pedoman
Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengembangan dan
Pambinaan Parpustakaan di Jajaran Departeman Dalamn
Nageri ; ’



6.

10.

11.

12.
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Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Megara Nomor 18/Menpan/1388 tentang Angka Kredit
~atatan Fungsional Pustakawan ;

Kesutusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992
tertang Fecoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
#-layvah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat I1I
can Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 1993
tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat
I1

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1384
tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan
Desa/Kelurahan ;
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya
Nomcr 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Kotamadya Daerah dan Ssakretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Suratava.

"-I.2" Tswan Pprwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah
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RAR I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat I] Surabaya ;

Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat I1 Surabaya ;

Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
Perpustakaan Daerah, adalah Perpustakaan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
Kepala Perpustakaan Umum, adalah Kepala Perpustakaan
Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

.
¥

Perpustakaan Umum, adalah Perpustakaan Umum Kotamadya
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g- Perpustakaan Kelurahan, adalah Perpustakaan Umum
Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat I1 Surabaya ;

h. Pustakawan, adatiah Pegawai Negeri Sipil yang
berijazanh dibidang perpustakaan, dokumentasi dan
informasi yang diberi tugas secara penubh oleh pejabat
yang berwenang untuk melakukan kegiatan perpustakaan
dan dokumentass pada unit-unit perpustakaan
Pemerintah dan atau unit tertentu lainnya ;

h. Kelompok Pustakawan, adalah Kelompok Pustakawan pada
Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya ‘

i. Jabatan Fungsional, adalah Jabatan Fungsional pada
Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya.

BAB IT
PEMBENTUKAN
Pasal 2
bPengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perpustakaan

Umum dengan susunan Organisasi dan Tata Kerja

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAR ITY

KEDUDUKAM, TUGAS, DAN FLUNGSI

Pas=:} 3
it Pearoustacan~ Jwmar adaa~ _r-t Pelaksana Daerah
*A"5 Se-aZa =- —amz= ca- tertarggung Jawab langsung
kepaca «sga2’a Taseran~

(2) Perpustakaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala
Perpustakaan Umum yang sehari-hari secara
administratip berada dibawah koordinasi Sekretaris
Kotamadya Daerah dan secara teknis fungsional dibina
oleh Perpustakaan Nasional.

Pasal 4

Perpustakaan Umum mempunyas tugas melayani
masyarakat umum di bidang perpustakaan dan informasi
dilingkungan Pemerintah Dasarah.

Pazal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4
Peraturan Daerah ini, Perpustakaan Umum mempunyai fungsi

a. pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,
perawatan dan penyajian bahan pustaka, karya cetak
serta karya rekam di Kotamadya Daerah Tingkat 1II

Surabaya ;
b. penyelenggaraan kerjasama perpustakaan dengan
instansi lain didaiam maupun diltuar Tingkungan

Kotamadya Dasrah Tingkat II Surabaya ;

c. penyelenggaraan kerjasama dengan Pearpustakaan Daerah ;



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
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pengembangan dan pembinaan perpustakaan di Kotamadya
paerah Tingkat Il Surabaya ;

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
BAB v
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal &
Susunan crganisasi Perpustakaan Umum terdiri dari
Kepala ;
Sub Bagian Tata Usaha ;

Seksi Akuisisi dan Fengolahan ;
Kelompok Pustakawan dan Jabatan Fungsional lain.

anop

Bagan susunan organisasi Perpustakaan Umum dimaksud
pada ayat (1) pasal ini sebagaimana dinyatakan dalam
lampiran Paraturan Daerah ini.

Pasal 7
Kepala Perpustakaan Umum mempunyai tugas :

a. memimpin Perpustakaan Umum sesuaj dengan tugas
dan fungsi Perpustakaan Umum agar berdayaguna dan
berhasilguna ;

b. melakukan kerjasama antar perpustakaan baik
didalan maupun diluar Tingkungan Pemerintah
Eot amardva Daerah Tingxat 11 Surabaya.

C. Wencemtpm.cs 2~ 237 mant1na Terpustakaan Kelurahan

2. We'sasa~aea- T

gas-*.gas ‘ain yang diberikan oleh
¥erg'a Zas-"z" €

-a* Zergan bidang tugasnya.

m
n W

Kepala Perpustakaan Umum dalam melaksanakan tugasnya
berada dibawahk dan bertanggung jawab tangsung kepada
Kepala Daerah.

bgsal &

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan
urusan tata usaha dan rumah tangga yang meliputi

a. melaksanakan pekerjaan tata usaha umum (surat
menyurat), kearsipan, pembayaran gaji pegawai,
perjalanan dinas, kendaraan dinas serta
kebersihan kantor ;

b. melaksanakan pengeloclaan administrasi kepegawaian

c. melaksanakan pengelolaan administrasi barang dan
inventaris kantor ;

d. melaksanakan pengeloclaan administrasi keuangan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Perpustakaanh Umum

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

Darmiietalbasn limiom
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Pasal 9
(1) Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas
melakukan pengadaan, pengoelahan dan pemeliharaan

bahan Pustaka ;

(2) Seksi Akuisisi darn Pengolahan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi vang dalam melaksanakan
tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Perpustakaan Umum.

Pasal 10

Kelompok Pustakawan mempunyai tugas melakukan
tayanan bahan pustaka dan informasi serta melakukan
pemasyarakatan perpustakaan dan pengembangan profesi.

Pasal i1

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah 1ini,
terdiri dari Pemangku Jabatan Fungsional Pustakawan
dan Jabatan Fungsional lain yang diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang
pemangku Jabatan Fungsional senior vyang ditunjuk
diantara tenaga pustakawan ;

{3) Jumlah pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja ;

(8) Jenis dan Jenizng Jabatzr Fungsional sebagaimana
dimaksua paca ayat (1) pasal ini, diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

BAB V
TATA KERUJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya,- Kepala Perpustakaan
Umum, Kepala Seksi Akuisisi dan Pengolahan, Kepala Sub
Bagian Tata Usaha dan Kelompok Pustakawan wajib
menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi secara vertikal dan horizontal datlam
Tingkungan Perpustakaan Umum dan instansi-instansi
terkait sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 13
Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan apabila tarjadi
penyimpangan agar mengambil langkah~langkah yang

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 14

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan
Perpustakaan Umum bertanggung jawab memimpin dan
mengkocrdinasikan bawahannya masing-masing dan
maemberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya ;



(2) Setiap pimpiran satuan Organhisasi wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab
kepada Kepala Pernustakaan Umum serta menyiapkan dan
menyampaikan laporan terkala tepat pada waktunya ;

(3) Setiap laporan yang diterima dari satuan organisasi
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan penyusunan laporan Kepala Perpustakaan Umum.

Pasal 15

.Kepala Sub Ragian Tata Usaha, Kepala Seksi Akuisisi
dan Pengolahan dan Kelompok Pustakawan menyampaikan
laporan kepaca Kepala Perpustakaan Umum.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan
organisasi dihantu oleh satuan kerja bawahannya dan
dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya
masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 17

Perpustakaan Umum mendapat pembinaan teknis dari
Perpustakaan Nasional.

Pasal 18

{1) Kepala Perpustakaan Umum oiangkat dan diberhentikan
oleh XKepals Caerah setelah mendapat persetujuan dari
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

(2) Kepala Sub Bagiah Tata Usaha dan Kepala
Seksi Akuisisi dan Pengolahan diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala
Perpustakaan Umum Daerah

{3) Pengangkatan dan Pemberhentian pemegang jabatan
fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 19
Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Perpustakaan
Umum disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belania
Daerah serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah atasan

dan lembaga 1ain di luar Pemerintah Daerah yang
diperoleh secara sah.



BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

Dengan ditetankannya Peraturan Daerah ini, Kkhusus
ketentuan-ketentuan vang mengatur tentang Perpustakaan
Umum Daerah yang berkedudukan sebagai Unit Pelaksana
Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat I1 Surabaya yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daersh Tingkat 1I1I
Surabaya Nomor 18 Tahun 1982 dan ketentuan—-ketentuan
lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
dinyatakan dicabut dan tidok seclasu lagi.

FPasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua tugas
dan kegiatan Perpustakaan Umum Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabava sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah beralih
menjadi tugas dan kegiatan Perpustakaan Umum berdasarkan
Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan
Daerah 1ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerabh.

BAR IX
KETE TUAY =INUTUP
Pass’ 22

Peraturanr Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Naerah Kotamadya Daerah
Tingkat I1 Surahaya.

Surabaya, 4 Pebruari 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WAL IKOTAMADYA KEPALA DAERAH
DTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUNABAYA TINGKAT 11 SURABAYA
Ketua,
ttd. ttd.
HARJOSO SOEPENOG. H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

‘

KOLONEL CHB. NRP.22021.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur Tanggal 30 Mei 1995 Nomor 328/P Tahun 1995.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

Aaisten Ketataprajaan

ttd.
PUTU SETIAWAN., SH. Mwk.
Pembina
NIP. 510 087 151




Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1I
Surabaya Seri C Tahun 1995 Tanggal 14 Juni 1995 Nomor 2/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.
Drs. H. WA RD J 1.

Pembina Utama Muda
NIP. B10 019 644.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tinagkat II Surabaya

epala_Bagian Hukum

- ..\\

3 MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I
NIp. 510 029 293.

X
SURRERS
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MMM ORGANISASI PERPUSTAKAAN UMLRM {AMPTRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
CTAMADYA DAERAH TINGKAT IT SURABAYA. DAERAH TINGKAT IY SURABAYA.
NOMOR - 1 TAHUN 1995.
TANGGAL : 4 PEBRUARI 1995.

SUB BAGIAN
TATA USAHA
+KSI AKUISISI
‘ DAN
PENGOLAHAN
KELOMPOK PUSTAXAWAN
DAN
JABATAM FUNGSTONAL ELAIN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KNAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TINGKAT II SURABAYA
Ketua,
ttd. ttd.
HARJOSO SOEPENO. H. SUNARTO SIMOPRAWIRO.

KOLONEL CHB. NRP. 22021.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Surabaya

Kepa‘lajﬁ‘gian Hukum
\s / .

MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat 1
NIP. 510 029 293.




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 1985
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA

PENJELASAN UMUM -

Dengan berpedoman pada Kepuiusan Menteri Dalam Negeri Nomor
56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 11,
dipandang perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat I1
Surabaya.

Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya merupakan penyempurnaan dan peningkatan dari
Organisasi Perpustakaan Umum Daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19
Tahun 19982, vang semula berkedudukan sebagai Unit Pelaksana
Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Kot amadya Daerah Tingkat 1II Swvurabaya dan beralih menjadi
Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang
berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Daerah yang berada dibawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya guna melaksanakan tugas-tugas dibidang
pelayanan sumber informasi, iIlmu pengetahuan, teknologi dan
kebudayaan datam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta
menunjang pelaksanaan pembangunan di Kotamadya Daerah Fingkat 1II
Surabaya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 21 : Cukup jelas.



